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BUPATI ACEH TAMIANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan dan
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak pada
pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan,perlu dilakukan
penyesuaian dengan mengubah peraturan bupati
dimaksud;

b. bahwa_ berdasarkan’ pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh
Tamiang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Tamiang;

—_
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara’ Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang.yo oS
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.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4.

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8.

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9.

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11. Peraturanon A
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah_ terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;—_
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2010
tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak
sebagai Dasar Pengenaan Pajak bumi dan Bangunan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan
Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 16/PMK.03/2011
tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian
Pembayaran Pajak;
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18.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 21 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG.NS

Pasal I

Mengubah dan menambah KetentuanPasal 16 Peraturan
Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Tamiang sehingga Pasal
16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :

a. tanda tangan cap basah untuk Ketetapan Buku V;
b. cap tanda tangan untuk Ketetapan Buku III dan IV;

dan
c. cetakan tanda tangan untuk Ketetapan Buku | dan II.—_

(2)SPPT dapat diterbitkan melalui :

a. pencetakan massal; atau
b. pencetakan dalam rangka:

1. Pembuatan salinan SPPT,
2. Pembetulan,
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dan angka 2, SPPT dipergunakan sebagai
tindak lanjut pendaftaran objek Pajak baru dan
mutasi objek Pajak dan/ atau subjek Pajak.

(3)Ketetapan minimal SPPT di Kabupaten Aceh Tamiang
ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah); —Vy

Yo
(4). Ketentuan ...
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(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai
diberlakukan pada tahun pajak 2019.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Acch Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, \7 Desewger 2018 M

A Seek ALHIL 1440 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

/——<s— MURSILN

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal,\7 Oeseweee 2018 M

4 RARVE AHL 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
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RAZU

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018 NOMOR...2G


